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MOTTO 

 

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia." 

 — Nelson Mandela 
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RINGKASAN 

DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL  

DALAM YAYASAN 

 Tesis ini membahas mengenai penerapan doktrin piercing the corporate 

veil dalam struktur hukum yayasan. Dalam kerangka hukum Indonesia, kajian ini 

penting untuk menelusuri sejauh mana tanggung jawab individu pengurus dapat 

dimintakan ketika terjadi penyimpangan kekuasaan atau pelanggaran prinsip 

akuntabilitas. Penelitian ini bersifat normatif atau doktrinal dengan menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan 

hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang 

dihimpun dan diolah berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan yang 

diteliti. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan 

pendekatan interpretatif. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Yayasan 

memberikan dasar hukum bagi penerapan doktrin piercing the corporate veil 

untuk menjerat tanggung jawab pribadi pengurus yang menyalahgunakan 

kekuasaan atau mencampuradukkan kekayaan yayasan dengan milik pribadi.  

Doktrin ini berfungsi sebagai mekanisme korektif dan preventif untuk menembus 

perlindungan badan hukum yayasan apabila pengurus bertindak menyimpang, 

demi menegakkan akuntabilitas dan melindungi kepentingan pihak ketiga yang 

dirugikan. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untul menganalisis relevansi penerapan doktrin 

"Piercing the Corporate Veil" dalam peraturan perundang-undangan yayasan. Dan 

penerapan doktrin "Piercing the Corporate Veil” dalam kepengurusan yayasan. . 

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif atau doktrinal yang mengandalkan 

pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, 

yang dikumpulkan dan disusun berdasarkan relevansinya dengan isu yang dikaji. 

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode 

interpretatif.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang 

Yayasan menjadi landasan yuridis untuk menerapkan doktrin piercing the 

corporate veil, terutama dalam hal pengurus melakukan penyalahgunaan 

kewenangan atau mencampuradukkan aset yayasan dengan milik pribadi. 

Meskipun tidak diterapkan sepenuhnya, doktrin ini berperan sebagai sarana 

hukum yang bersifat korektif sekaligus preventif untuk menembus perlindungan 

badan hukum yayasan ketika terjadi penyimpangan, guna menjamin akuntabilitas 

dan melindungi hak-hak pihak ketiga yang dirugikan. 

Kata Kunci: Doktrin Piercing the Corporate Veil, Pengurus, Yayasan, 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study is to analyze the relevance of applying the 

doctrine of Piercing the Corporate Veil within the legal framework governing 

foundations, as well as its implementation in the management of foundations. This 

research is a normative or doctrinal legal study that relies on statutory and 

conceptual approaches. The legal materials used consist of primary and 

secondary legal sources, which are collected and organized based on their 

relevance to the issues being examined. The analysis of these legal materials is 

conducted qualitatively using an interpretative method.  The findings of the study 

indicate that Article 35 of the Foundation Law provides a legal basis for applying 

the piercing the corporate veil doctrine, particularly when a foundation’s 

management abuses their authority or commingles foundation assets with 

personal property. Although not fully implemented, this doctrine functions as both 

a corrective and preventive legal mechanism to penetrate the legal shield of the 

foundation entity in cases of misconduct, ensuring accountability and protecting 

the rights of third parties who suffer losses.   

Keywords: Piercing the Corporate Veil Doctrine, Management, Foundation. 
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